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Pemangkasan 
Anggaran: Hemat 
untuk Rakyat atau 

Dana untuk Aparat?



Pengantar
• Keluarnya Inpres 1/2025 tentang efisiensi anggaran 

di Kementerian/ Lembaga sebesar Rp256,1 triliun.
• Komponen anggaran yang dipangkas

• Belanja operasional perkantoran
• Belanja pemeliharaan
• Perjalanan dinas
• Bantuan pemerintah
• Pembangunan infrastruktur
• Pengadaan peralatan dan mesin

• Efisiensi penting dilakukan sepanjang adanya 
evaluasi penggunaan anggaran dan implikasi



Permasalahan Pemangkasan 
Anggaran

Pemangkasan anggaran tidak 
transparan

Mengabaikan analisis 
kebermanfaatan

Analisis data pengadaan 
barang/jasa pemerintah



Kenapa Pengadaan Barang/ Jasa 
Pemerintah?
• Laporan Survei Penilaian Integritas KPK tahun 2024 

mengungkap bahwa pengadaan barang/ jasa 
pemerintah memiliki risiko penyalahgunaan yang 
sangat tinggi.

• Bentuk penyalahgunaan
• Pengaturan tender
• Kedekatan pejabat publik dengan penyedia
• Kemahalan harga
• Gratifikasi atau suap
• Pekerjaan tidak termanfaatkan



Metode

• Sumber informasi berasal dari SiRUP LKPP dan LPSE 
di tiga institusi: Kementerian Pertahanan, Kepolisian 
RI, dan Kejaksaan RI.

• Pemilihan institusi didasarkan pada besaran rencana 
pagu anggaran yang tersedia di SiRUP

• Waktu pengumpulan data pada 5-12 Februari 2025
• Pengumpulan data terhadap paket pengadaan yang 

nilainya di atas Rp10 miliar.



Temuan
Potensi pagu anggaran pengadaan yang dapat dipangkas di tiga 
institusi sebesar Rp49,6 triliun, terutama berkaitan dengan 

pembelian alat surveillance, senjata dan amunisi, helikopter, kendaraan 
untuk pengawalan, dan pembelian alat material khusus (almatsus).



Sumber: Kompas.com



Dari Rp49,6 triliun anggaran pengadaan di tiga institusi, 
potensi uang negara yang hilang akibat pemberian fee proyek 

sebesar Rp2,4 triliun-7,4 triliun.

Temuan



Total Pagu Anggaran Pengadaan di 
Tiga Institusi

● Kementerian Pertahanan 
merupakan institusi yang paling 
besar merencanakan pengadaan di 
atas Rp10 miliar dengan total paket 
pengadaan sebanyak 355 proyek 
senilai Rp29,38 triliun.

● Kepolisian RI merencanakan 
pengadaan sebanyak 203 proyek 
pengadaan dengan pagu anggaran 
sebesar Rp13,5 triliun.

● Kejaksaan RI merencanakan 
pengadaan sebanyak 46 proyek 
pengadaan dengan total pagu 
anggaran sekitar Rp6,78 triliun

Sumber: Data olah, SiRUP LKPP



Pemangkasan Anggaran Pengadaan 
Berdasarkan Kategori Belanja

Pengadaan 
peralatan dan 

mesin

Operasional 
perkantoran

Pembangunan 
infrastruktur

Pemeliharaan

224 proyek
Rp26,81 triliun

262 proyek
Rp18,51 triliun

83 proyek
Rp2,8 triliun

35 proyek
Rp1,52 triliun

Sumber: Data olah, SiRUP LKPP



Operasional 
perkantoran

Rp14,82 triliun

Pengadaan peralatan 
dan mesin

Rp12,34 triliun

Pemeliharaan
Rp1,31 triliun

Pembangunan 
Infrastruktur

Rp1,08 triliun

Pengadaan peralatan 
dan mesin

Rp8,73 triliun

Operasional 
perkantoran

Rp3,52 triliun

Pembangunan 
infrastruktur

Rp848,78 miliar

Pemeliharaan
Rp395,74 miliar

Pengadaan peralatan 
dan mesin

Rp5,74 triliun

Pembangunan 
Infrastruktur

Rp873,77 miliar

Operasional 
perkantoran

Rp169,3 miliar

Sumber: Data olah, SiRUP LKPP



Pajak warga untuk aparat?
Helikopter Senjata dan amunisi Alat material khusus 

(Almatsus) Alat surveillance

Pengadaan penyiapan 
helikopter dan modifikasi 
Avionic Bell-412 beserta 

sucad pesud dan heli
Rp450 miliar

Pengadaan Senjata dan 
Amunisi Khusus Untuk 
Kolatmar-Dissenlekal
Rp100 miliar

Almatsus Dittipidnarkoba
Rp2,57 triliun

Pengadaan Intelligence 
Airborne Reconnaissance 

Surveillance
Rp303 miliar

Pembayaran Lanjutan 
Helikopter Apache
Rp340 miliar

Pengadaan Senjata Lawan 
Tank RPG-75 

RTB-Dissenlekal
Rp100 miliar

Almatsus Bareskrim Polri
Rp1,1 triliun

Advanced Spyware 
Technology For Enhanced 
Intelligence Surveillance In 

Prosecutorial Investigations
Rp250 miliar

Pengadaan modifikasi 
Avionic dan harwat 

helikopter AS 565 Panther 
beserta sucad

Rp300 miliarSumber: Data olah, SiRUP LKPP
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Pengadaan yang sedang/ telah berjalan
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Anggaran sebesar Rp49,6 triliun akan berpotensi dikorupsi apabila 
tidak ada mekanisme akuntabilitas yang kuat. Selain itu, anggaran 

yang besar juga dapat meningkatkan represifitas oleh aparat 
keamanan.

Penutup




